BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/ \32 /Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka singkronisasi pembinaan dan
pengendalian terhadap pelaksanaan Program
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/
Nagari (P3MD) Tahun 2019, perlu dibentuk Tim
Koordinasi Pembinaan Program Pembangunan dan
Pemberdavaan Masyarakat Desa 'Nagari Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir
Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

Mengingat * 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndone:ii Tahun 2013
Nomor 244 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587L sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
g:lr_xgggh Ungang-Undang Nomor Q Tahun 2015 tentang
e an kedpa Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 5
. or 58, Tam
Republik Indonesia Nomor 5679); Tembahan LEutMRE S
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